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A.

BABI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu ada kalanva dapat
dikerjakan oleh individu. dan terkadang harus meminta bantuan orang lain,

Sebuah lembaga jaminan diharapkan mampu untuk membantu masvarakat

ekonomi lemah dan pengu aha - ; 'y

an kepada

erta  untuk

a diperlukan

perjanjian 47 dan de " AT | 'menyerahkan
barang gada.i /

S50KUI . Perd (An ketentuan gadai

UNISSULA /

vaitu “Suatu -‘ 3 J’atas suatu  barang

#’J'lﬂ!s' '@PDMLn- /l

bergerak, vang dis¢ itang atau orang lain
=2

atas namanya, dan memben kekuasaan kepada vang si berpiutang untuk

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dar pada
orang — orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang
barang tersebut dan biava vang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya,

setelah barang nu digadaikan, biava - biava mana harus didahulukan."

Y Hartono Hadisoeprapto, Pokok — Pokok Hukum Perkatan dan Hukum Jaminan, Liberty,

Yopyakana, 1984, h 55
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Gadar/pand sebagai perjanjian bersifat accessoir arlinya perjanjian pand
itu diadakan sebagai tambahan dari perjanjian pokok vaitu hutang piutang
(kredit). Dengan demikian perjanjian pand tidak dapat merupakan perjanjian
vang berdiri sendin terlepas dari perjanjian pokok. Perjanjian ini diadakan
dengan maksud untuk menjaga jangan sampai si berut;ang (debitur) 1tu lalai

membayar,”’

Menurut Pasal 1154

dlperl.v:nankan @ % 3 Bk memiliki barang gadai ity
/':1? ( \!‘u' atakan batal"

».,, g Giv b me 2giast. Dan tidak

J"’debatur tersebut.

ur tersebut  tidak

ini Aubungan peartangan dimana ada’ kewajiban berprestasi
W\ Aetlluli2oalslisLainola

piingan hukum akan lancar

terlaksana jikakmasing - niasiﬁ'sjﬁhak memenuhi kewajibannva.

Untuk itu, penulis mengenakan beberapa hal vang dapat menjadi alasan
pemilihan judul vang melatarbelakangi penulisan skripsi ini vaitu @ untuk
memahami dan mengetahui timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai

di Perum Pegadaian Blora. Karena akibat wanprestasi debitur dapat dituntut

Y Ibid: h 56
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untuk pemenuhan prestasi dan kreditur mempunyar hak untuk menuntut
pemenuhan harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Dan uraian diatas penulis ingin membahas entang “7ijauan Hikwmn
Penvelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Gadai di Perum _Pesadaian

Cabang Blora™.

. PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang deatas, maka ada beberapa permasalahan

el

e timi o vanprestasi dalam

UNISSULA
el |gmltelyinala

Suatu penelitian baik 1tu penehitian dalam bidang hukum maupun bidang
ilmu sosial lainnva, mempunvai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tentunva
sesuai dengan apa vang hendak dicapai oleh penulis. Selain itu tujuan
peneliian  juga akan membantu penulis untuk membert arah dalam
pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjadinva wanprestasi dalam pelaksanaan gadai



2. Untuk mengetahui upaya — upaya Perum Pegadaian Cabang Blora dalam
mengatasi debitur yang wanprestasi.
3. Untuk mengetahui akibat — akibat yang timbul dengan adanya wanprestasi

dalam pelaksanaan gadai.

. KEGUNAAN PENELITIAN

Disamping tujuan penclitian di atas, penelitian ini juga mempunyai

kegunaan vang meliputi :

1. 1 hasi itian int d una bagi pengembangan

UN |55u I..ﬁ
. Fﬁiuuzy;éwb =

Metode vang akan dipergunakan oleh penulis dalam menvusun skripsi ini
adalah metode pendekatan vuridis sosiologis.

Karena permasalahan vang akan diteliti adalah mengenar hubungan antara
faktor soswlogis dan vundis, Faktor sosiologis adalah hubungan antara
masvarakat khususnva masyarakat ekonomi lemah dengan Perum

Pegadaian Cabang Blora.



. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah secara
desknptif, sehingga dalam melakukan penelitian ini, setelah data — data
terkumpul (baik data primer maupun sekunder) merupakan data deskriptif,
yaitu pokok permasalahan dan akan memberi gambaran tentang

keadaan yang diteliti kemudian dianalisa, dan dilaporkan dalam bentuk

Dalam ranghs
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Wmturan i= TR DL T — '-"-"U‘-'-"ﬁﬁ-‘ 4 eI T dmgan m“}? usunan

dari buku — buku dan

skripsi.

b. Data primer
Yaitu data - data vang didapat secara langsung dari obyek penelitian,
maka teknik - tekmik vang dipergunakan sebagai berikut
Interview adalah penelitian dengan mengajukan atau mengadakan

tanva jawab dengan pihak — pihak yang mempunyai hubungan dengan



topik pembahasan Khususnva pada kreditur (pemegang sadai) dan para
debitur (pemberi gadai) dan pihak lain vang dipandang dapat

memberikan informasi vang diperlukan.

4. Metode Analisis Data

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan

analisa dengan cara data yang dikumpulkan dari peneliti kepustakaan

gambaran pada

i

| v
Adapun ol sisiha s dcalah: | /
BAB1 Penda\ m’MIﬁﬂ) L&Lq.-ﬂ#lﬂ- fara singkat apa vang

—
menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian. kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika

penelitian,

BAB I Tinjauan pustaka. membahas mengenai tinjauan umum tentang

pegadaian di Perum Pegadaian Kabupaten Blora vang terdin dan



beberapa sub vaitu pengertian wanprestasi, akibat — akibat
wanprestasi, pengertian gadai, tata cara mengadakan gadai, hak dan
kewajiban Debitur dan Kreditur, jaminan yang diberikan debitur
kepada kreditur dalam perjanjian gadai, hapusnya hak gadai,

BABIII : Hasil penelitian adalah hasil penelitian di Perum Pegadaian
Kabupaten Blora.

BABIV : Penutup merupakan ba -, terakhir dan  skripsi ini dan

UNISSULA
atllal/lgRlleluszela




BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN WANPRESTASI

Wanprestasi dalam perikatan timbul karena dalam perjanjian vang

dibuat oleh pihak seringkali salah satu pihak melakukan kesalahan dan

o2

kekhilafan yang mengakib_'ian vang semula memang akan
S

lainnva. Hal ini r}\ | waan pada pihak kreditur

dalam perjanjian vang telah dibuat. Dengan demikian debitur diberi sanksi
dengan membayar uang sebagai denda.

Wanprestasi sangatlah erat dengan pernyataan lalai, sebagaimana
dirumuskan pada Pasal 1234 KUH. Perdata menentukan perikatan ditunjuk

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

sesuatu,



Sementara itu terdapat teori yang memberikan penjelasan mengenai
wanprestasi yaitu bahwa wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan
prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan
sebagai isi dari suatu perjanjian,”

Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan : yaitu perbuatan mermang

diketahui dan dikehendaki, dan kelalaian yaitu tidak mengetahui, tapi hanya

IR aIpenumya penkatan 1t SEbﬂhkan kﬂl"ﬂm tlpu

daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sckedar mengenai
kerugian yang diderita oleh si berpiutang, dan keuntungan yang terhilang
baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari

tidak terpenuhinya perikatan.”

¥ Wirjono Prodjodikoro, Asas — asas Hukum Perjanjian, Sumur Gunung, Bandung, 1973,

hal. 44
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Setelah penulis menguraikan mengenai pengertian wanprestasi, maka
selanjutnva diuraikan pula mengenai bentuk — bentuk wanprestasi. Dalam
hukum perdata dikenal adanya bentuk — bentuk wanprestasi adalah sebagai
berikut ;

l. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu

- e '
A o oA Pberupa ongkos —

\ unissurLa /i
Ay T ] ;.'1 o
MMM&LEM melakukan sesuatu

ataupun tidak melakukan sesuatu.

2. Sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan
debitur.

3. Kalau perjanjian itu timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang

kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa

¥ Hartono Hadisoeprapto, Pokok — pokok hukum perikatan dan hukum jaminan, Liberty,

Yogyakarta, 1984. hal. 43
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disertai dengan tuntutan ganti rugi tetapi semuanya itu tidak mengurangi

hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.*

Ganti rugi, biaya, bunga karena wanprestasi
Menurut Pasal 1243 KUH. Perdata, debitur barulah diwajibkan

membayar ganti rugi, biaya, bunga bilamana ia berprestasi setelah ia

dinyatakan lalai oleh kreditur tetap tidak melaksanakan perikatan, atau

menimpa yang menjadi objek perjanjian.”
Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (overmatch). Ajaran
ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah suaty perjanjian dimana salah satu pihak aktif

*). Satrio, Hukum Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hal, 144,

“ RM. Survodiningrat, Azas - azas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1995, hal. 23
7 Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata tertulis (Bw), Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 185.
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melakukan prestasi, sedangkan pihak lain pasif, Perjanjian timbal balik
adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk
melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan vang dibuat antara

keduanya.

C. PENGERTIAN GADAI (PAND)

Dasar Hukum dari pand adalah terdapat di dalam kitab UU Hukum

"\ umssm.n

daripada Orang - orang zditur) lainnya, dengan

dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya — biaya mana harus
didahulukan.
Dari ketentuan Pasal 1150 dapat diuraikan unsur — unsur yang terdapat
dalam gadai sebagai berikut :
1.~ Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak
2. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur

3. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang



k3

4. Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan
melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar.

5. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur — kreditur lain

6. Biaya — biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih

dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang. ®

Para pihak dalam gadai

UNISSULA
cetllul/ Il lelunale

Dari ru 1i|h.1'.ti-ii|r'_un!!.,_'g&}i.nh'ﬁgqungtuljgll-{; ‘ta_rlg sifat umum dari

Sifat gadai |
gadai. Untuk menentukan sifat - sifat umum gadai, sifat tadi harus dicari
lagi didalam ketentuan lain KUH. Perdata. Sifat umum adalah sebagai

berikut :

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,

hal. 171
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Gadai adalah untuk benda bergerak
Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik
berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud

antara lain adalah hak tagihan.

Gadai Bersifat Kebendaan

Sifat ini ditemukan dalam P_asal 528 KUH. Perdata yang menyatakan

UNISSULA
rs,-:*iq.g-

r kekuasaan penerima

/ { maka harus ada
!

gadai, kecuali barang itu hilang atau dicuri.

Hak Menjual Sendiri Benda Gadai

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal ini si
berhutang wanprestasi.

Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya serta
bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hak ini berlaku pula

dalam pemberi gadai pailit Pasal 1155 ayat (1) KUH. Perdata.
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5. Hak yang Didahulukan

Mengenai hak gadai adalah hak vang didahulukan dapat dilihat Pasal
1130 jo 1150 KUH. Perdata.

6. Hak Gadai adalah hak Accesoir

Yaitu hak gadai tergantung pada perjanjian pokok misalnya perjanjian
kredit.

D. TATA CARA MENGADA 5

gengan ‘]aﬂjl
Perjanjian ini

pakan  titel dari

padar—adalah—benda—berperak-~maka benda itu harus
dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penverahan itu
harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pemyataan debitur, sedangkan
benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu,
Penyerahan itu memerlukan juga “kemauan bebas™ dari kedua pihak.

Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan vuridis,

? Mariam Darus Badrul Zaman, Bab - bab tentang Credit verband, Gadai, dan Fiducia.
Citra Aditva Bakti, Bandung, 1991, hal 56 - 57
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sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini
merupakan perjanjian kebendaan.

Oleh karena penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan
syarat esensiil, maka tidak sah, jika benda itu tetap berada dalam
kekuasaan pemberi gadai atau karena kemauan kreditur benda gadai

berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakan saja gadai

UNISSUL{I

. q F# !‘, . - )
e ?ﬁrgr ! |,I_.r-.r‘bf...
—

ﬂ‘lﬂﬂg&kﬁﬂlk usi LTI Settial,

. Hak untuk menahan benda gadai (hak retensi)

. Hak kompensasi

- Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan benda gadai

- Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur

") Ibid, hal 58



17

6. Hak preferensi
Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam

pelunasan piutangnya daripada kreditur — kreditur lai nnva.
7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
8. Hak untuk menerima bunga piutang gadai
9. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

10. Hak untuk menagih piutang gadai

B\ UNISSULA
m';uc_l.l.gglé,e:bw::eh-

\ =\
Hak — hak debitur dapat dilihat di bawah inj -

I. Menerima uang pinjaman atas penyerahan barang gadai oleh perum
pegadaian
2. Pemberi gadai punya hak untuk menerima kembali barang gadai bilamana

perjanjian pokok serta bunganya telah lunas pembayarannya.

""" Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Undip,2000, hal.23-27,
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3. Menerima ganti kerugian dari perusahaan umum pegadaian jika selama
barang gadai berada di rumah gadat nilainya menjadi merosot.
4. Meminta kelebihan uang dari barang yang dilelang bila ternvata masih ada

sisa dari barang yang dilelang tersebut.

Kewajiban debitur (pemberi gadai) adalah

L Wajib untuk menyerahkan barang gadai sebagai tanggungan hutang itu

U ISSUI.A

chagai berikut -

Adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang
ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban — kewajiban si berutang
(debitur) jaminan perorangan ini dapat diadakan diluar (tanpa)
pengetahuan si berutang tersebut.

b. Jaminan kebendaan
Adalah jaminan vang diadakan antara kreditur dengan debitur dan dapat

Juga diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin
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dipenuhinya kewajiban — kewajiban si berutang (debitur) pemberian
Jaminan kebendaan selalu berupa menyendiri suatu bagian dari kekayaan
seseorang si pemberi. jaminan yang menyediakan guna pemenuhan
(pembayaran) kewajiban seorang debitur. '

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang yang timbul dari suz

Benda - benda yan an dalam (pand) gadai :
l. Semua J: ang be :
2. w*../; a N fa ’ [V ( ah berupa berbagai

2, Uﬁ‘iiﬁﬂﬁlgm lari piutang yang
meellul)l £l leluinela

— )
Dengan pen;bentahuan kepada debitur dan piutang tersebut, berarti

bahwa hak untuk menagih dari piutang tersebut kalau ditarik dari
kekuasaan si pemberi gadai dan pada saat itu si debitur berkewajiban

untuk membayar hutangnya kepada si pemegang gadai,

Alumnus, Banduné, 1982, hal. 25_




b, Surat piutang atas tunjuk
Maka syarat - syaratnva
1. Harus ada perjanjian
2. Harus ada endosemen dan kemungkinan surat piutang itu lalu
diserahkan
Endosemen : Pernyataan penyerahan dan ditandatangani oleh kreditur

yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama

2

Eﬂnda =t b -.-Il -.‘ﬁili.:-inllill

f. Benda - benda vang untuk menguasai dan memindahkannya dan satu
tempat ke tempat fain memerlukan izin.
g Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika

disimpan dalam gadaian.

" Soenyoto Wirosoemarto, Azas — azas Hukum Perdata, FH Sebelas Maret. Surabaya,
1980, hal. 250 — 253,
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h. Barang vang karena ukurannya vang besar tidak dapat disimpan dalam
gadaian.

i Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun
dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai.

J- Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang
kurang ingatan atau seorang vang tidak dapat memberi keterangan —

keterangan cukup tentang b

4. Den ﬂ{il, 3 g
MR\ 1o I@EDMLA

'I
5. Dengaﬂ -n'. -------- n---— l A1 dl POy al me‘njad] m[]lk

3 -.. i‘h“*r III
\\ UNISSULA

barang gadai tersebut.
Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai,
sebenarnya undang — undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini
hanya dalam Pasal 1159 dikatakan, bahwa pemegang gadai mempunyai hak

retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai, dalam hal mana,

" Mariam Darus Badrul Zaman, ap.cit, hal. 73,
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secara acontratio dapat disimpulkan, bahwa pemberi gadai berhak untuk
menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan

pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus. ™

UNISSULA
el 20l leluinela

3. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendagn, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993 hal 147



BAB II1

HASIL PENELITIAN

A. SEJARAH PEGADAIAN

Perusahaan umum pegadaian negara secara resmi mulai berdiri di

Indonesia sejak didirikannya pegadaian negara di Sukabumi pada tanggal 1

Jﬁ- hI ].96] d l"'i ([
pri engan StabiaE ﬂg nor 131 a..;ﬁ_ .12 Maret 1901, Namun sebelum

dengan baik, sehingga dikeluarkan peraturan monopoli antara lain Stb. nomor
784 tahun 1914 dan Stb. Nomor 28 tahun 1921,

Peraturan — peraturan pegadaian berturut — turut diadakan dalam Stb.
nomor 1905 nomor 490, Stb. 1928 nomor 64, Stb. 1928 nomor 81, dengan
berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga kredit dengan
jaminan gadai. Ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan secara matenal

sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang,

23
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Mengenai organisasi pegadaian menurut Stb, nomor 266, 178 tahun
1961 jawatan pegadaian menjadi perusahaan negara berdasarkan Kepres
Nomor 180 tahun 1965 PN. Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan bank
sentral dan kemudian dengan PP. nomor 7 tahun 1969, perusahaan negara
pegadaian dirubah statusnya menjadi perusahaan jawatan dan terakhir dengan
PP. nomor 10 tahun 1990 perjan pegadaian menjadi perusahaan umum

(Perum) Pegadaian. '

1. Visi Perum Pegpads

~-7u punyai visi

guadaian akan

| &2
h MMISSULA 3 dan prasarana kerja

: ol "ﬂ.r engandung maksud
—_ %,
mampu menghasilkan produk/jasa yang cocok dengan kebutuhan

masyarakat modern/mampu membeni solusi bagi masyarakat modern.

i i i tan IV di
') Nahason Sihombing, Hukum Jaminan (HI), Diklat Penaksir Muda Angkatan
Surabaya, 2002, hal 9-10
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b. Dinamis
Dicerminkan dari  penampilan seluruh pegawai dalam hal
kecepatan pelayanan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan
perubahan yang bertumpu kepada peningkatan ketrampilan karyawan,
sikap vang kemunikatif. memiliki integritas tinggi, mampu merespon
jasa internal maupun eksternal dengan cepat.

¢. Inovatif

H'
UnNiSSULA
‘, adi: perisal l#‘%aﬂ’ ang moden, dinan

2. Misi Perum Pegadaian
Selain visi tentunya pegadaian juga memiliki misi — misi untuk suatu
perkembangan perum pegadaian itu sendiri di masa datang. Misi suatu
perusahaan dapat diterjemahkan sebagai fungsi dan tugas pokok
perusahaan di masyarakat, oleh karena itu misi berarti alasan dan latar

belakang didirikannya perusahaan, serta nilai kemanfaatan apa yang dapat
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diberikan kepada masyarakat. Alasan didirikannya pegadaian yaitu untuk
mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan prinsip — prinsip pengelolaan
perusahaan yang schat.

Usaha dan kemanfaatan umum yang dimaksud yaitu “menyalurkan
pinjaman atas dasar hukum gadai kepada golongan masyarakat ekonomi

menengah ke bawah agar mereka tidak terjerat praktek — praktek

dlkarﬂnakan

' B‘mra adalah

Dengan demikian nyatalah bahwa perum pegadaian disamping berperan
sebagai pemberantas lintah darat, pemerintah bermaksud mengarahkan

peranan perum pegadaian bertujuan memberikan kredit vang produktif,

' Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cab. Blora, tanggal 18-20 Februari 2003
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sesual  dengan usaha pemerintahan  dalam rangka pelaksanaan
pembangunan di segala bidang.

Selain itu juga memberikan kredit pada masyarakat yang bersifat
konsumtif sehingga kesan yang didapat mengenai perum pegadaian
peranannya dalam mengatasi kebutuhan akan dana sementara bagi

masyarakat yang berpenghasilan rendah.

‘L\H kecuali apabila

dikﬁiuaTkan ll ieh Kenala | .--"‘r.- 1 Eeradal o e Ara pﬂdﬁ ta_‘ngga] 5

September 1958 No. 020/1/1958 sebagai pelaksanaan tentang Tata Cara
Pemberian Kredit dan Penerimaan Barang Jaminan Kredit dari
masyarakat.

— Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia No. 10 Tahun 1990 tentang
Pegadaian pengalahan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian

menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.



Adapun tujuan dan pegadaian ialah membenkan pinjaman uang yang
bersifat produktif dan konsumtif Sehingga dapat kita perinci sebagai berikut :
1. Membina perekonomian masyarakat ekonomi lemah dengan menyalurkan

kredit atas dasar hukum gadai kepada :
a Para petani, nelayan, pedagang  kecil, industri  kecil dengan
menyalurkan kredit yang bersifat produktif

b. Kaum buniwpﬁ.gaWHI :;__1.,_

yang ckonominya lemah vang bersifat

2. encegah adanya pemberia djaman vang tidak wajar,

6 bermanfaat

L)

bila perlu

AAN GADAI

umssm.n / o
\\‘ I@f-‘t}i | 'ﬂ"/ seorang atau piha

bEl‘Fﬂnli Lepﬂda LOLey r! R behi 7 dua ﬂ.rang atau dua

I’eqamzaﬁ -

pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa
tersebut, timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak vang
satu menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain (debitur) berkewajiban
memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sudah barang tentu akan menimbulkan

suatu tanggung jawab pada keduanva.

" Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Blora, tanggal 18 Februari 2003



Seperti halnya dalam perjanjian gadai, dapat dipastikan pula akan timbul
yang namanya tanggung jawab dari para pihak. Namun demikian ada Juga
vang melepaskan tanggung jawab dari para pihak.

Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab antara lain -

a. Sengaja
Debitur melakukan suatu tindakan atay mengambil suatu sikap vang

menimbulkan kerugian. memang.diniati dan dikehendaki, dimana debitur

Contoh : A mengga a1 & 2 an memberikan
iI terschut

enaksir dan

J,-"Ihmt-r,aa'l untuk

e
OUNISSULA e

L
bar by Kengian dan tind

un demikian ia

a debitur sudah

Wanprestasi  'sEHacar i itimbutks karena  kesalahan  atau
kekurangjelian pihak penaksir dalam menaksir suaty barang yang akan
dijaminkan dan penaksir kurang mengetahui harga pasar. Sehingea
dimanfaatkan oleh debitur untuk cidera Janji apabila ia tidak bisa

memenubi prestasi.
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b. Kelalaian Debitur
Debitur terlambat berprestasi. dimana ia membayar band pinjaman
dan bunga sudah jath tempo, sehingga menimbulkan Kerugian dari
pegadaran itu sendiri,
Contoh : A (debitur) menggadaikan sebuah mobil, tetapi pada jangka

wakiu vang sudah ditentukan ia tidak memenuhi prestasinya.

Maka ia sudah dianggap wanprestasi.

dengan

nasional dan

“ : Jak tuk
“Hiﬁs“&-a ‘ U umum untu

n!;!ll' IHI»!L b"'{*‘ u}

Harga pasar vang ditetapkan oleh kantor daerah, dengan
mempertimbangkan  potensi  wilayah setempat  serta pengaruhnya
terhadap fluktuasi harga dan tidak melampaui toleransi maksimum

sebesar 10% diatas HPP dan 10 % di bawah HPP.

" Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Blora, tangeal 18 Februari 2003



C. Harga pasar setempat (HPS)
Harga pasar di suatu tempat tertentu /sekitar cabang tertentu vang
diusulkan oleh kepala cabang dan disetujui oleh kepala kantor daerah
Bila HPS tersebut ditujukan untuk menetapkan taksiran dan uang
pinjaman, biasa dikenal HPS untuk barang gudang. Namun jika

ditujukan untuk menetapkan HPS lelang, maka HPS tersebut berlaku

adalah pen
berisi ke*te:'x
) ¢
Atau dengan At T P ok o RTVA BUERE Tt harus ditagih terlebih
terlebih dahufu somasi merupakan upaya hukum yang diperlukan Perum
Pegadaian apabila nasabahnya (debitur) melakukan wanprestasi. Somasi
dirumuskan pada pasal 1238 KUH. Perdata vang menentukan “Si

berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah

' Rofig Afiv Aziz, Metode Teknik Menaksir Barang Jaminan Elektroik, Balai Pendidikan
dan Pelatihan Perum Pegadaian Surabaya



akta sejenis itu telah dinvatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, falah
jika ini menctapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan Sehingga kreditur menetapkan, sejak
kapan debitur dalam keadaan lalai, vaitu dengan suatu surat perintah atau
akta sejenis. Somasi dilakukan oleh pejabat pegadaian dengan cara

mengirimkan  surat teguran kepada debitur dimana teguran tersebut

dimaksudkan agar debitur nemenuhi kewajibannva dan tidak boleh

Lelang mt:l't u N I 5 3 u L ﬁ n Perum Pegadaian
apabila debi ﬁ:ﬂ,'.hyl éﬂ#bwjﬁ.‘* ,/ abat pegadaian dan

dilakukan sendirrolehrperum pesadatan ik olel Balai lelang.
Adapun penetapan tanggal lelang sesuai yang tercantum di dalam Surat
Bukti Kredit, masing-masing tanggal dan tanggal setelah tanggal jatuh tempo.
Lelang dilaksanakan setiap bulan, vaitu antara tanggal 10 s/d 15 seuap
bulan. Sebulan sebelumnya pengumuman lelang dilaksanakan kepada
masyarakal baik melalui  papan  pengumuman maupun  lewat radio

pemerintahan atau swasta. Pada hari yang telah ditentukan lelang dilaksanakan
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di depan umum, vang berhak adalah vang menawar lebih tinggi. Setelah
kepada umum dinvatakan penawaran itu dua kali tetapi tidak disambut dengan
tawaran yang lebih tinggi oleh vang lain.

Lelang benda gadai yang termasuk golongan A dan B dilakukan pada
awal bulan ke delapan, terhitung mulai bulan digadaikan Misalnva benda
vang digadaikan pada bulan ke delapan, terhitung mulai bufan digadaikan dan

pada bulan Januari 2003 akan dilglang bulan Agustus 2003, Setelah Jangka

, '
masa bebas burig@ Kalul nasabalr tidakl menobus: i / an dilelang pada
bulan ke lima, ' ﬁ’.ﬂgﬂlﬁaﬂt‘bﬂal:mh ongan C dan D yang

digadaikan pada bulan Tanuari 2003 akan dilelang pada bulan Mei 2003

Dalam setiap lelang, maka pelunasan yang dikenakan kepada si pemberi
gadai adalah uang pinjaman sewa modal. (bunga) 3% ongkos lelang penjual
Uang kelebihan dapat diambil oleh nasabah sehari setelah lelang dan
daluwarsa setelah satu tahun, artinya uang kelebihan vang tidak diambil dalam
Jangka waktu | tahun akan menjadi milik negara. Kepada pembeli lelang

dikenakan biava ongkos lelang pembeli sebesar 9% dan 7 per mil untuk dana



sosial yang akan disetorkan kepada perum pegadaian tetap disetorkan ke kas
negara. Perlu untuk diketahui bahwa sejak tahun 1987, 1987, 3 o, ongkos
lelang penjual yang seharusnva menjadi hak pegadaian tetap disetorkan ke kas
negara. Sebaliknya, kalaupun barang gadaian sudah dijual dan ternvata belum
dapat melunasi utang pemberi gadai, maka pemberi padai masih tetap

mempunyai kewajiban untuk membayar.

kesempatal;":_l
dengan cara
waktu pelunasall' H u “ i ss u Ln
I. Permintaan -F ular "“'L‘ ":{,; v dilayant solumbay - lambatnya sechari

sebelum tanggattelang vang pertama dan butan kred tvang bersangkutan.

(B

Dalam permintaan gadai ulang, nasabah menyerahkan surat bukti kredit
(SBK) kepada petugas.

Apabila ulang gadai ijinkan, maka pemegang kas kemudian menghitung

Lad

hari dan bunga berdasarkan tabel bunga serta dituliskan pada samping
pinggir SBK jumlah hari bunganya, sedangkan bunganva dituliskan di atas

uang pinjaman dengan tinta merah dan dibubuhi paraf.




4. Pemegang kas dalam menghitung hari_ bunga dan menetapkan golongan 13
harus diperiksa pegawai lainnya, sedangkan untuk golongan C dan D
harus diperiksa oleh penyimpan atas KPK (kuasa pemutus kredit).

5. Kepada nasabah dinvatakan jenis gadai ulang mana vang dikehendaki
yaiu apakah gadai ulang “Minta tambah " menyicil terhadap ini harus
dikonsultasikan kepada penaksir. Apakah ulang gadai tersebut dapat

dilaksanakan atau tidak. apabila-hal tersebut sudah terdapat persetujuan

UNI SE “ (I [Aebih tinggi, maka
nasabah ditav! ?r;:ﬁ!.ﬂ'..@?Lﬂiﬂ;“{ﬂ’-‘&h-qﬂﬂel@
A

Cara penetapan tanggal lelang pa-da Surat Bukti Kredit (SBK)
Penetapan tanggal lelang vang tercantum dalam surat bukti kredit,
masing - masing tanggal dan tanggal setelah jatuh tempo.
Contoh : Barang jaminan yang digadaikan tanggal 1 s/d 15 ditetapkan tanggal
lelang. Tanggal pada bulan setclah jatuh tempo, sedangkan barang
jaminan yang digadaikan tanggal 16 s/d tanggal 28, 29, 30 dan 31

tanggal lelangnya adalah tanggal pada bulan setelah jatuh tempo.,
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Membayar Bunga

Mengenai besarnva suku bunga terdapat perubahan sesuai dengan
kondisi ckonomi dan didasarkan menurut golongan besar kecilnya uang
pinjaman.

Ada dua jenis yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian :

Gﬂiungan[ Bunga f Max hari -{

(12 %) serta u

UNISSULA // i an

#’_Mgl@kbielqui
e
+ AKIBAT - AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN ADANYA
DEBITUR WANPRESTASI

Jatuh tempo sampg

Sanksi bagt debitur karena lalai (alpa), ingkar fanji tidak melakukan apa
vang telah dijanjikan (wanprestasi).
I Membayar kerugian yang diderita oleh pihak kreditur (ganti rugi), terdiri

dari biaya, rugi dan bunga.



- Biaya adalah segala pengeluaran atay perongkosan vang nyata nvata
sudah dikeluarkan oleh syaty pihak.
= Rugi ialah kerugian karena kerusakan barang kepunvaan kreditur vang
diakibatkan karena kelalaian si debitur
2. Membayar biaya perkara apabila sampai ke pengadilan.
Mengenai pembavaran biava perkara dilakukan oleh pihak yang
kalah. Apabila debitur kalah dalam perjanjian gadai, maka ia wajib

a_debitur tidak mampu untuk

Gy
.
.,
e,
ii8 |

,1..-.

Alasan (pembg ehity & ng. Iprestasi

. Mengajukalh\ - u M ‘ 5$ 'u! 1 A I/ kejadian yang tak

[ ” ”‘ . » !ﬂ !E
terduga, tak - ki X < Lﬂ. 1.

2, Mengajukan bahwa si kreditur Juga lalai

3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut
ganti rugi,
Dengan adanya debitur wanprestasi akan mengakibatkan Kerugian waktu

maupun matenil vang diderita oleh Perum Pegadaian. Adapun penggantian
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kerugian dapat dirumuskan menjadi 1,25 % x taksiran - uang pinjaman dan

sewa modal, 2"

ANALISIS DATA
Berdasarkan data - data dari hasil penelitian penulis tentaﬁg tinjauan
hukum penyelesaian wanprestasi  dalam pelaksanaan gadai di Perum

Pegadaian Cabang Blora, maka dafam sub bab ini penulis mencoba

menganalisa data yang :.frn“"*'-
1. jadi h—'/// ﬂ_]iﬂl'l gadai diakibatkan
]M 8@?} kemampuan. Debitur

iemenuhi sama

fud
&
3
[
o
o
—
=
=

memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnva
schelum jangka waktu atau sudah jatuh tempo. Sehingga debitur dapat
berpikir untuk pemenuhan nantinya vang kedua lelang ini merupakan jalan
terakhir apabila dalam waktu vang telah diberikan kesempatan lernvata

debitur lalai lagi, maka pihak perum pegadaian berhak untuk menjual

' Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Blora. tanpsal 18 Februari 2003
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benda — benda gadai. Adapun vang melelang ity dari pejabat pegadaian
bukan dari balai lelang, uang dar lelang digunakan untuk membayar
kerugian akibat debitur yang wanprestasi, dan sisa uang lelang diserahkan
Kepada debitur

. Akibat — akibat yang ditimbulkan apabila debitur wanprestasi vaitu dengan
card mengganti kerugian vang telah diderita perum pegadaian, vang

berupa biava dari pinjaman ang (sewa modal), rugi dan bunga. Apabila

L kreditur atay

v
UNISSULA
el | gl telyinala




BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai, ada dua sebab yaitu :

a. Karena disengaja

Hal ini sudah debitur bila barang vang

2. Upava yang ah atau pemegang
h ditentukan, maka
asTrEramEdtentukan oleh pejabat
pegadaian.  Sebelum  dilakukan pelelangan, pihak  Perum pegadaian
memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang
dengan membayar suku bunga,
3. Akibat - akibat yang ditimbulkan dari debitur vang wanprestasi adalah -
& Membavar kerugian vang diderita oleh kreditur. terdiri dari biayva, rug

dan bunga.

+0
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b, Pembatasan perjanjian, dimintakan melalui pegadaian.
c. Peralihan resiko. dimana seharusnva resiko adalah tanggungan
kreditur, tapi karena lalai maka beralih ketanggungan debitur,

d. Membayar biava perkara apabila sampai ke pegadaian.
B. SARAN

Setelah mengetahui tentang pelaksanaan gadai di Perum pegadaian dan

1
“... thatar : nantinva akan

"} @ :g wanprestasi.

B
—
=
g-
= |
b
=)
o=

pemberian kre 1y N e ap—dan  lebih profesional,

perusahaan umum pegadaian harus lebih meningkatkan pelayvanan kepada
masyarakal sehingga masyarakat merasa puasa dan akan selalu memakai

jasa perusahaan umum pegadaan,
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PERATURAN PEHERINTAH REPUBLIK INDONESIA
HOHOR 10 TAHUN 1990
TENTANRG
PENGALIHAN BENTUE PERUEAH%&H JANATAN (PERJAN) PEGADAIAN
HENJADI PERUSAHAAN UMUH (PERUM) PEGADAIAN

BAB I

KETENTUAN UHUK -

Jenderal Yang

tugas-tugas

as Perusahaan Umum

(PERUM) Pegadaian;:

erusahaan  Umun (BPERUM)

Pegadaian;

8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan umun
(PERUN) Pegadaian;

8. Pegawai adalah Pegawai prada Perusahaan Umum (PERUN)
Pegadaian;

.0. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman
bagi perusahaan dalam perencanaan, Pengoperasian,

pelaksanaan dan pengendalian, dengan maksud agar




Ferusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat
berkembang dengan baik;

l1. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian
terhadap perusahaan dengan tujuan agar perusahaan
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dan berhasil
mencapai tujuan yang telah ditetapkan:

12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai perusahaan
dengan cara omembandingkan antarsa keadaan vang
Y ;’Hﬁ;ﬂhﬁh\ﬁ-ggann yang seharusnyg dilakukan,

AN maupun dalam bidang teknis

tiatan Peérencanaan,

rengendalian

UHISSULh
aeellul)| 290l lotuinala

(1) Ferusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian vyang didirikan

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1968
dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUN)
sebagai - mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-
undang nomor 9 tahun 1868, dengan name Perusahaan Umum
(PERUM) ' Pegadaian dan meneruskan usaha-usaha
selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam

Peraturan pemerintah ini.




:2) Dengan dialihkannya bentuk perusahaan jawatan (PERJAN)
Pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUH) sebagai mana
dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Pegadaian dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM
tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban,
kekayaan dan termasuk seluruh pegawal perusahaan
Jawatan (PERJAN) pegadaian yang ada pada saat

pembubarannya beralih kepada PERUM vang bersangkutan.
(3) Hal-hal vyang

imbul dari dan yang berhubungan dengan

tersebut pada ayat (2) diatur

berdasarkan peraturan

alam pasal 2 adalah

wewenang untuk

-
ang-undangan yang ber laku.
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam

peraturan pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku

hukum Indonesia.

PASAL 4
{1} Perusahsaan b;rtempat kedudukan dan berkantor pusat di

Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/



cabang-cabang diseluruh Indonesia dengan Persetujuan
mentri.

!} Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan
ditetapkan oleh Presiden atas usul mentri.

}) Dalam rangka pengembangan, perusahaan dapat mengadakan
satuan organisasi pelaksansa Yang ditetapkan direksi

setelah mendapat persetujuan mentri.

Aaan.  adalah menyediakan
NN

2 sekaligus memupuk
o hh\ﬁ?:an Perusahaan.

| pelaksannan dan

I
mi dan pembangunan
Penvaluran uang

s d .
UNISSULA /|

idaian gelap, riba, dan

| AetlleIgotlloluinale. /
N

PASAL B

Jengan mengidahkan Prinsip-prinsip ekonomi serta terjamin-
ya keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan
usaha-usaha sebagai berikut:

2. Henyalurkan vang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan

cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.



. Usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan
perusahman sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 dengan

persetujuan menteri kevangan.

PASAL 7

(1) Medal Perusahaan adalah kekayaan negara vang dipisah-

kan dari 8nggaran pendapatan dan belanja negara dan
tidak berbagi afas e ;

-'-f

"-:p adalah sama dengan nilai
lah tertanam dalam

dalam pasal 2

dari kekavaan

dengan Peraturan

dengan dana yang

q‘bﬁ# 3$1dhfh
Sy

CTUNESSULA
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menurut ketentuan

cadangan diam atau

ca WEEAN Tangsis A

(6) Semua alat-alat likuid (ligquide) vang tidak segers
diperlukan oleh pPerusahaan disimpan dalap Bank Milik

Negara yang disetujui sleh Henteri,



oleh
bPerusshaan dapat berasal dari
a. Dana intern Perusahaan
b. Penyertaan Negara melalui anggaran Pendapatan dap

belanjsa negara .

¢. Pinjaman dari dalam
g

dan/atay luar negeri.
Sunbarﬂsunbag lainnya yang sah,

(2)

diajukan didalam Perusahaan,

"5igan investasi diajukan pada

{ ,ﬁﬁg:ftan, makas anggaran

<

_{thb:ggaran tahunan

f kemajuannya

sebagai mana

mengunakan dang yang

gembEnghan usahanya melalui

pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya,

(2) Pengeluaran atau alat-alat Yang sah lainnya sebagai

mana dimaksudkan dalan ayat (1), termasuk kententuan -

ketentuan yang berhubungan dengan ity, diatur dalam

peraturan pemerintah,



PASAL 10

Setiap kegiatan penyerahan, Pemindahtanganan, pembebanan,
penghapusanl aktifa tetap, penerimaan pinjaman Jangks
menengah/panjang, Pemberian Pinjaman dalapm bentuk dan
tara apapun, tidak menagih lagi, dan menghapus dari
pembukuan piutang dan persedian barang dapat dilakukan

oleh direksi setelah mendapat Persetujuan terlebih dahuly

dari menteri.

/whn diluar tugas

angan terhadap

&g
UNISSULA
2etllrll 2yl wimela
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direksi ¥Yang terdiri

direktur sesuai dengan bidang usahanya,

PASAL 13

(1) Pembinaan terhadap perushaan dilakukan oleh menteri
vang dalam pelaksaannya dibanty oleh direktur jendral
berdasarkan Rstentuan-ketantuun yang di tetapkan lebih

lanjut oleh HenLeri.



(2) Direksi atau Direktur Utama untuk dan

(3) Pelaksanaan

atas nama

Direksi menerima Petunjuk-petunjuk dari dan bertang-

Eungjawab kepada menteri tentang kebijaksanaan umum

untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan

hal-hal 1lain Yang dianggap perlu.

tanggung jawab administratif fungsional

pPerusahaan sebagaj Badan Usaha Milik Hegara terhadap

Pemerintah, dalam hal ini Hentri, dilakukan oleh

Direktur Utama atas nama Direksi.

\ UNISSULA /SN
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um dalam mengurus

ariskan oleh Menteri.

Henetapkan kebijaksanaan pPerusahaan segyai dengan
kebijaksanaan umum vang digariskan Henteri;
Henyiaphkan pada vaktunya rencana kerja tahunan
perusahaan lengkap denzan andgaran keuangan:

- Hengadakan dan memelihara tata buku dap administrasi

perusahaan sesuai dengan kelaziman ¥ang berlaku bagi

suatu perusahaan;



P Feellel/iZoslololinda

1. Menyiapkan susunan organisasi Perusshaan lengkap dengan

parinnian tugasnya;

Hengangkat dan memperhentikan pegawai Sesuai dengan

Peraturan kepegawaian Yang berlaku bagi pPerusahaan;

Henetapkan Eaji, pens1unfjan;nnn hari tua, dan pengha-

silan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal

kepegawaian ln}nra sesuai dengan

ketantuan—ketantuan
Peraturan Perundang-undangan vang berlaku;

menjalankan

uN'SSULA ! cara

iNgan tetap menjalankan
palﬂbr:’raarr?"ﬁ——i‘thﬂH apabila jabatan ity terluang dan

pengantinya belum diangkat atau belum

memangku
jabatannya maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh
Dirakturl Yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan
penunjukan sementara Henteri, dan apabila Direktur
dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka
jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasar-

kan penunjukan sementara Henteri, keduanya dengsan

kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.



3) Apabila  semua anggota Direksi berhalangan tetap
menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terliang
seluruhnya dan belunm diangkat penggantinya atay belum
memangku Jjabatanya, maka untuk sementara waktu
Pimpinan dan pengurusan perusahaan dijalankan oleh
seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Dalam menjalankan tugas dan we;anang sebagai mana
dimaksud dalam pasal 14 huruf e, Direksi dapat

melaksandkannya sendiri atau menyerahkan kekuasaan

£ pegavwal baik sendiri

jinkan Pekerjaan

I
_Iayat (1), diatur

Direksi dengan

PASAL 16

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Henteri.
(2) Anggota Direksi diangkat untuk masa S5 (lima) tahun dan

setelah masa Jjabatanva berakhir dapat diangkat

kembali,

10



{3) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Presiden atas psul

{57

menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah

seorang sanggota Direksi meskipun masa jabatannya

cebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir,

karena

a. Mutasi Jjabatan untuk kepentingan perusahaan dan
negara. -

b. Atas permintaan sendiri.

c. Helakukan perbuatan atau sikap merugikan

atau sikap Yyang bertentangan

mengakibatkan tidak

. 13;,
'—l H H 55 M L‘ﬁ ﬁ;agaimana. dimaksud dalam
F"’t}ﬁ%&ﬁmk. /a jike

radas-peraturan hukum pidana, merupakan

merupakan suatu

pemberhentian tidak dengan hormat.

Sebelum pemberhentian karena  alasan sebagaimana
dimaksud dengan ayat (3) huruf c dan huruf d dilaku-
kan, kepada anggota Direksi yang bersanghutan diberi
kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang di
tujukan kepada Henteri. yang harus dilaksanakan dalam
waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi vyang
bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang

rencana pemberhentian itu.

11
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{6) Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat {5
belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk
sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

(7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan
anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara
itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersang-
kutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali
bilamana untuk keputusan pemberhentian  tersebut

diperlukan kq utusan pengadilan dalam hal itu harups

ndonesia,

kan syarat-syarat
bidang pengelolaan

dan pengalaman vang

3 . arat 'lainnya yang diperlukan

untuk menunjang kemajuan perusahaan

yang dipimpinnya.

(3) Lireksi mencurahkan pengabdian dan kemampuannya secara

Penth woadg tugas, kewajiban, dan Pencapaian  tujuan

dindakannya Perusahaan .

12



[odD 17

) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai derajat Ke tiga baik menurut garis
lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dap
ipar, kecuali jika diijinkan Presiden.

2) Jika sesudah pengangkatan, merelka memasuki hubungan

kekeluargaan Yang terlarang sebagaimana di maksud

dalam ayat maka untuk dapat melanjutkan

eh mempunvai kepentingan
langsung dalanm

¥Yang berusahay/

/untuk memangku

r' dibawah ini:

Badan Usaha Milik
ﬁi V dengan pengelolaan

UNISSULA

abatan ’.ﬁg:} ura ] P PERRES i onal lainnya dalam

remb e T Temneritahan pusat atau

daerah;

¢. Jabatan-jabatan lainnva, berdasarkan peraturan

perundang-urdangan yang berlaku.

13



PASAL 1%

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku
mulai berlakw, Direksi mengirimkan rencana kerja dan
AnEgaran perusahsan yvang meliputi anggaran inventaris
dan angaran ekspolitasi kepada Mentri untuk memperoleh

pengesahannya,

{2) Kecuali apabila menteri secara tertulis mengemukakan

keberatan atay

olak kegiatn yang dimuat dalam
rencana 'H:f:ggaran perusshaan sebellunm

AL, mnaka anggaran tersebut

tambahan ataun
dlam tahun buky

/terlﬂbih dahulu

ayat (3)
keberatan

R RERa T Berabahan renclana kﬂ‘rda dan

'
anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

(5) Rencana kerja dan/atau anggaran perusahaan vang telah
disahkan merupakan landasan kerja dan menjadi tugas

bagi Direksi untuk melaksanakan kegiatan yvang

tercantum didalamnya.

14




PASAL 20

(1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas satuan
pengawaéan intern, Dewan pengawasan serta tenaga ahli,
dibebankan pada perusahaan dan seecara jelas dianggar-
kan dalgp anggaran perusahaan.

(2) Perusahaan dilarang membiayai pPengeluaran yang

dilakukan oleh Departemen atau instansi yang membina

Pembinaan dan

UNISSULA
Al aolnlelyinela

15
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